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Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau
huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau
huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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Kata Pengcmtar

Assalamu’alaikum warohmatullaahi wabarokatuh.

Dengan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh
Allah SWT akhirnya buku ini dapat diselesaikan oleh penulis, walau-
pun disadari banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam menulis
buku ini, terutama masalah waktu yang selalu berdinamika dengan
aktifitas penulis lainnya selain sebagai seorang dosen, dalam hal ini
juga sebagai seorang Advokat.

Buku ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi
hukum ketatanegaraan dan pembahasannya dikaitkan pelaksanaan
perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap terdakwa
yang dinyatakan tidak bersalah menurut dalam proses peradilan.
Buku ini sangat diharapkan menjadi pemicu bagi pembuat undang-
undang untuk merevisi KUHAP, UU Pokok Kekuasaan Kehakiman dan
UU terkait lainnya agar tujuan pemikiran ini bisa segera diaplikasikan
dalam praktik penegakan hukum.

Penulis menyadari buku ini masih terdapat banyak sekali ke-
kurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik sangatlah dibutuhkan
demi perbaikan di masa yang akan datang.

Selanjutnya penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih
dan penghargaan yang tinggi, khususnya kepada Dekan Fakultas
Hukum UM Palembang, Ketua Program S1 serta rekan-rekan dosen
yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk terus mem-
berikan yang terbaik bagi usaha pencerdasan kehidupan bangsa,
khususnya dalam bidang ilmu hukum. Semoga buku ini bermanfaat.
Wassalamu’alaikum warohmatullaahi wabarokatuh.

Palembang, Juni 2023
Penulis,

Dr. H. Darmadi Djufri, S. H., M. H.
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